
PROPINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATi HALMAHERA, EARAT
NOMOR 24 TAHUN 2A23

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

BUPATI HALMAHERA BARAT,

: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan
Daerah, perlu ditetapkan standar Biaya umum sebagai pedoman
perencanaan dan peiaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Baraf Tahun Anggaran 2az3;b' bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan presiden Nomor
53 Tahun 2A23 tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor
33 Tahun 2ozo tentang standar Harga satuan Regional, perlu
dilakukan penyesuaian standar Bi"y" umum di -Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan peratura., Bupati tentang standar
Biaya umum di Lingkungan pemerintah Kabupate* Iirr*rh".*
Barat Tahun Anggaran 2A2A.

: 1' undang-undang Nomor 60 Tahun 19sg tentang penetapan
undang- undang Nomor zs Darurat Tahun t-gsr tentang
Pembentukan Daerah- daerarr swatantra Tingkat II Dalam wilayah
Daerah slatantra I Tingkat r Maluku *.rrJadi undang-unoLg
(Lembaran Negara RI Tahun 19gs Nomor go, tambahan ilembaran
Negara RI Nomor 165);

2. undang*undang Nomor 46 Tahun Lggg tentang pembentukan
Provinsi Maluku Lltara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor lr4,
?ambahan Lembaran Negara RI Nomor 3ggs) sebagaimana telah diubah dalam undang- undang Nomor 6 Tahun iooo (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3961|;

3. undang-undang Nomor 1 Tahun 200s tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera utara, Halmahera selaLn, Kabupaten
Kepulauan suIa, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Propinsi Ma-iuku utara (lebaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o0s Nomor 21, Tambahan LeCbaran t+"grr*
Republik Indonesia Nomor a26a);

4. undang-undang Nomor 17 Tahun 200g tentang Keuangan Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor a2s6l;5. undang-undang Nomor 1 Tahun zaa4 tentang perbendah*"*r,
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoa4 Nomar
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
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6. undang-undaag Nomor 15 Tahun zao4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan *T Tu"gg"ng Jawab Keuangan naeiah (r,embaran
lYegara Republik Indonesia Tahun 2ao4"Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);7. undang-undang Nomor 2s Tahun 2oo4 tentang sistemPerencanaan-pembangunan Nasionar (Lembaran wegara RepubiikIndonesia Tahun 2oa4 Nomor 104, Tambahan Lemraran rv*g*"Republik Indonesia Nomor 442L);

8. undang-undang Nomor gg rahun 2aa4 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan Femerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aas$;9 undang-undang Nomor LZ Tahun 2orl tentang pembentukan
Peraturan p"erun{ang-undangan (Lembaran w.grr" Repubrikindonesia Tahun zoLL Nomoi g2, Tambahan Leirbaran rrr"g*,Repubiik Indonesia Nomor S23a|;

l0.undang-undang Nomor 5 Tahun zot4 tentang Aparatur sipil
Negara {Lembaran Negara Repubrik Indonesia ?ahur 2ot4 Nom .
6);

ll.undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ar4 Nomor
244, Tambahan Lgmlaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ss7)
sebagaimana telah diubah be6erapa kali terakhir dengan undang_undang Nomor 9 Tahun 2015 ientang pergeseran Kedua Atasundang- undang Nomor 23 Tahun zo1+ te"ntang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z01s Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6T9,;l2.Peraturan Pemerintah Nomoi 12 Tahun 2olg tentang pengeloiaan
Keua,ga, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun
ZAL9 Nomor 42);

l3.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun zo2a tentang perubahan
atas Peraturan presiden Nomor s3 Tahun zo2o tenLng standarHarga satuan Regionai (Lembaran Negara Repubiik fndonesia
Tahun 2A23 Nomor 112);

l4.Peraturan Menteri_Dalam Negeri Nomor 7o rahun zolg tentangsistem Informasi pemerintahan Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1,l7al;

l5.Peraturan Menteri_Dalam Negeri Nomor TT Tahun zoza tentang
Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita ru*g*a
Republik Indonesia Tahun 2AeO Nomoi 17BU;

l6.Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor g4 Tahun 2oz2 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran penclapatan dan Belanja Daerai
Tahun 2O23;

lT.Peraturan ldenteri Keuangan R.I Nomor 118/pMK. oslzolz
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi pejabat Negara,legawai Negeri, .dan pegawai ridak retap lL"*L**r, ivJgara
Republik Indonesia Tahun 2ALZ Nomor 6TSl;

l8.Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor ssf rrrax.o2/2o22 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2azg iBerita wegarl
Republik Indonesia Tahun 2022 womor +O+;;

19.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 1s1/pMK.ozlzo22 tentang
ltandar Biaya Keluaran Tahun Anggaran Zazg {Berita wegarI
Republik Indonesia Tahun 2O2Z womoi 1106);

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Eiarat Nomor 6 Tahun
?!16 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun2a2t tentang Pembahan Atas peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmal[ra Barat;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah rahun
Anggaran ZOZJ;
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Menetapkan

24.Perafitran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2423 tentang perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentut<an aansusunan perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

25.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2a2l tentang
Perubahan Ketiga Atas peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor
10 Tahun ?916 tentang struktur organisasi perangkat paerarr
Kabupaten Halmahera Barat;

26.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2T.A Tahun 2a2Ltentang standar Biaya umum di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OZ2;

2T.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah rahun
Anggaran 2023;

ZS.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2o2g tentang
Perubahan Keempat Atas peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 1o rahun 2oL6 tentang struktui organisasi perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAIY:

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI
L1NGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2' Pemerintah Daerah adatah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.
3.
4.

Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat ApBD adalahranca'ngan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yurrs diletapkan dengan
Peraturan Daerah.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten HalmaheraBarat selaku pengguna xrggamn/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengeiolaan keuangan daerah.
Rencana Keq'a dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalahdokumen perencanaan dan pengaanggararl yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar pen5rusunan ApBD.
Standar Biaya Umum adalah merupakan harga *ituan biaya y"rg di tetapkan oleh
Plq"ti sebagai acuan perhitungan kebutuhan €mgga_ran drrr- f,"rryr"rrran RKA_
SKPD.
Stan{ar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum
adalah satuart, tarif dan indeks yang digunakan ,ntuk menJrusun biaya komporen
masuk kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
Indek biaya Masuk adalah satuan biaya yang berupakan gabungan beberapa
barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya-i.o*pon"n masukan tegiatan.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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BAB II
STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum.
standar Biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Standar Biaya Umum Honorarium;
b. Standar Biaya Umum InsentiflJasa Kegiatan dan Lembur;
c. Standar Biaya Umum Honorarium/Jasa/Upah;
d. Standar Biaya Umum Makan Minum Rapat/Pertemuan dan kegiatan, satuan

biaya hidup bantuan Beasiswa.

Pasal 3

Standar Biaya Umum digunakan daiam perencanaan dan peiaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam perencanaan anggaran, standar Biaya umum berfungsi sebagai:
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penJrusunan RKA-

SKPD;
b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan mqju; dan
c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dalam pelaksanaan anggaran Standar Biaya Umum berfungsi sebagai acuan dan
pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan batas
tertinggi atau estimasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yarlg berfungsi
sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran i dan II, yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
(1) Standar Biaya dalam Peraturan Bupati ini bersifat umum dan dapat digunakan

sebagai pedoman untuk seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat.

{2} Dalarn hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk men3rusun RKA-PD tidak
tercantum dalarn Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah dapat menggunakan
satuan biaya lain yang diatur dengan peraturan perundangan lainnya yang jelas dan
terukur.

Pasal 5

Untuk satuan biaya tertentu yang bersifat khusus dan tidak diatur dalam Peraturan
Bupati ini, maka Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya tersendiri
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat.

BAB III
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 6

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 27.A Tah:ur. 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku 1a$ dan
selanjutnya mengacu pada Peraturan Bupati ini.

{2) Khusus untuk Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD, dapat diberlakukan
paling cepat di bulan Oktober Tahun 2A23 setelah disahkan SBU perubahan dan
paling lambat di berlakukan pada Tahun 2024.

{U

(2t

(3)

(4)
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BAB IV
KEtETTTUAN PINUTUP

Pasal 7

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Bupati ini
dengan penempatatt.rya dalam Berita Daerah Kabupaten Haimahera Barat'

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jailolo
: 16 Oktober 2023

BUPATI BARAT,

Diundangfuan di : Jailolo
Pada tanggal : L6 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

MUHAMI\,IAD #Y*TTRU, ABDUL RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2A23 NOMOR : }F

Salinan sesuai aslinYa
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
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LAMPIRAN I

PERATURAII BUPATI HALMAHERA BARAT

NoMoR 2II reuum eozr
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

DAI,AM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGCARAN trENDAPAI'AN DAN BELANJA DAERAH

NO URAIAN

1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

a. Nilai pagu dana s.d. Rp. '100 juta

b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100juta s.d 250juta
c. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 250juta s.d. Rp. 500juta
d. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 500juta s.d. Rp. 1 miliar

e. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 1 mlliar s.d. Rp. 2 ,5 miliar

f. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 2 ,5 miliar s. d. Rp. 5 miliar
g. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar

h. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. '10 miliar s.d. Rp. 25 miliar

i. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 25 miliar s. d. Rp. 50 miliar
j. Nilai pagp dana beianja langsung di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar

k. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar

l. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 100 miliar

1.2. Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)

a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100juta

b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100juta s.d 250juta

c. Nilai pagu kegiatan di atas Rp 250juta s.d. Rp 500juta

d. Nilai pag! kegiatan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar

e. Nilai pagu kegiatan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 ,5 miliar

f. Nilai pagu kegiatan di atas Rp 2 ,5 miliar s. d. Rp 5 miliar

e. Nilai pagu kegiatan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar

h. Nilai pagu kegiatan di atas Rp 10 miliars.d- Rp 25 miiiar

i. Nilai pagu kegiatan di atas Rp 25 miliar s. d. Rp 50 miiiar
j. Nilai pagu kegiatan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar

k. Nilai pagu kegiatan di atas Rp 75 miliars.d. Rp I00 miliar

l. Nilai pagu kegiatan di atas Rp i00 miliar

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

a. Nilai pagu dana s,d- Rp. 100juta

b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100juta s.d 250juta
c. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp.250juta s.d. Rp.500jLrta

d. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 500juta s.d. Rp. 1 miliar

e. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 ,5 miliar

f. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 2 ,5 miliar s. d. Rp. 5 miliar

g. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar

h. Nilai pagu dana bela4ja langsung di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar

i. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 25 miliar s. d. Rp. 50 miliar
j. Nilai pagu dana belanja largsung di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar

k. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar

l. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 100 miliar

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100juta

b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100juta s.d 250juta

c. Nilai gagu dana belanja langsung di atas Rp. 250juta s.d. Rp. 500juta
d. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 500juta s.d. Rp. 1 miliar

e. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 ,5 miliar

f. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 2 ,5 miliar s. d. Rp. 5 miliar

g. Nilai pagu dana bela4ja langsung di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar

h. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar

i. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 25 miliar s. d. Rp. 50 miliar

j" Nilai paCiu dana belanja langsung di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar

k. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar

k. Nilai paeu dana belanja langsung di atas Rp. 100 miliar

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Fembantu

a. Nilai pagu dana s.d, Rp. 100juta

b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 s.d. Rp. 250juta

c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250juta s.d. Rp. 500juta

7.
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d. Nilai pagu dana di atas Rp.500juta s.d. Rp. 1 miliar

e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2 ,5 miliar

f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2 ,5 miliar s. d. Rp. 5 miliar

g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliars.d. Rp. 10 miliar

h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp' 25 miliar

i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s. d. Rp. 50 miliar

j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s'd' Rp. 75 miliar

k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp' 100 mitiar

l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar

l.S Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

a. Nilai pagu dana belanja langsung s.d. Rp. 100juta

b. Nilai pagu dana belanja langsung diatas 100 s.d. Rp' 250juta

c. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 250juta s.d. Rp. 500juta

d. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 500 juta s.d' Rp' 1 miliar

e. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp' 2 ,5 miliar

f. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 2 '5 miliar s. d' Rp. 5 miliar

e. Nilai pagu dana belania langsung di atas Rp.5 miliars.d. Rp. 10 miliar

h. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar

i. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 25 miliar s. d. Rp. 50 miliar

j. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 50 miliar s'd. Rp' 75 miliar

k. Nilai pagu dana belania langsung di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar

L Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 100 miliar

HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan BaranglJasa

2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

2.1.1 Honorariurn Kelompok Kerja Pemilihan unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200juta s.d' Rp 500juta

b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500juta s'd' Rp I miliar

c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s'd. Rp 2,5 miliar

d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar

e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliars'd. Rp 10 miliar

f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp '10 miliars.d. Rp 25 miliar

g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar

h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar

i. Nilai oasu pensadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp I00 miliar
l-
I .i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar

k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar

2.1.2 Honaranum Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang

a. Nilai pasu pengadaan diatas Rp 200juta s.d- Rp 500juta

b. Niiai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar

c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar

d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 rniliar s.d. Rp 5 miliar

e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliars.d. Rp I0 miliar

f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp '10 miliar s.d. Rp 25 miliar

g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar

h Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar

i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar

j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar

k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar

2.1.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi

a. Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100juta s.d Rp 250iuta

b. Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250juta s.d Rp 500juta

c. Nilai pagu pengadaan.iasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500juta s d Rp 1 miliar

d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2.5 miliar

2.I.,1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Keda Pengadaan Jasa Lainnya

a. Nilai pagu pengadaanjasa lainnya di atas Rp 200juta s.d Rp 500juia

b. Nilai pagu pengadaanjasa lainnya di atas Rp 500juta s.d Rp 1 Milyard

c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp lMilyard s-d Rp 2,5 Milvard

d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 2,5 Milvard s.d Rp 5 Milvard

PERANGKAT UNIT KERJA PENCADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

3.1. Kepala UKPBJ

3.2. Sekretaris dan Staf Pendukung UKPBJ

NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/

ACARA/PANITIA

4.I. Honorarium Narasumber/Pembahas

a. Menteri/PejabatSetingkatMenteri/PejabatNegara Lainnya

b Kepala Daerah

jabat Eselon I,'yang disetarakanc



d Pejabal Eselon lUyang disetarakan

e Pejabat Eselon Ill ke bawah/yang disetarakan

4.2. Honorarium Moderator

4.3. Honorarium Pembawa Acara

4.4. HonorariumPanitia

a. Penanggung Jawab

b. Ketua,4Vakil ketua

c. Sekretaris

d. Anggota

HONORARIUM NM PELAKSANA KEGI,ATAN DAN SEKERTARIAT TIM PELAKSANA KEGI,ATAN

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

5.1.1. Yang dhetapkan oleh Kepala Daerah

a. Pengarah

b. Penanggungjawab

c. Koordinator

d. Ketua

e. $ekretaris

f. Anggota

5.1.2. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

a. Pengarah

b. Penanggungiawab

c, Koordinator

d. Ketua

e. Sekretaris

f. Anggota

1.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

a. Ketua/Wakil Ketua

b. Anggota

PEMBERI KETERANGAN AHLI,/SAKSI AHLI DAN BERACARA

6.L Honorarium Pemberi Keterangan Ahli,/Saksi Ahli

6.2. Honorarium Beracara

HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

7.1. SLTA

7,2. DIIDII,/DIII

1.3. Sarjana/Sl

7.4. Master,/S2

7.5. Doktor/S3

ROHANIWAN

8.1 Pengambil Sumpah

TIM PENYUSUNAN JURNALi,BULETIN/MAJALAH,/PENGELOLA WEBSITE

1. Honorarium Tim Penyusunan Jumal

a. Penanggungjawab

b. Redaktur

c. Penyunting/Editor

d. Desain Grafis

e. Fotografer

f. Sekretariat

g. Pembuat Artikel

Honorarium Tim Penyusunan Buletin /Majalah

a, Penanggungiawab

b. Redaktur

c. Penyunting/Editor

d. Desain Grafis

e. Fotografer

f. Sekretariat

g. Pembuat Artikel

Honorarium Tim Pengelola Teknologi informasi /pengelola Website

a. Fenanggungiawab

b. Redaktur

c. Penyunting/Editor

d. Web Admin

e. YYeb Beveloper

f. Pembuat Artikel

PENYELENGGARA UJIAN
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I0..l. Honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar

a. Penyususn atau pembuat bahan t{iian

b. Pengawas ujian

c. pemeriksa hasil ujian

10.2, Honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar menengah

a. Penyususn atau pembuat bahan qiian

b. Pengawas ujian

c. pemeriksa hasil ujian

PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI,/KABUPATEN,/KOTA

1 I.I " Honorarium penyusunan butir soal tingkat provinsi,r'kabupaten/kota

1 1,2- Honorarium telaah butir soal tingkat provinsi,/kabupaten/kota

a. Telaah materi soal

b. Telaah bahasa soal

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN OIKLAT)
I2.1. HonorariumPenceramah

12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

12.3. Honorarium Pengqjar yang berasal dari Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

12,4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat

12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

a. Lama Diklat s.d. 5 hari :

1). Penanggungiawab

Z). Ketua./Wakil Ketua

J). leKretans

4). Anggota

b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari ;

1). Penanggungjawab

2). Ketua/lVakil Ketua

3). Sekretaris

4). Anggota

c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :

1). Fenanggungiawab

2). KetuaAVakil Ketua

3). Sekretaris

4). Anggota

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

a. Pembina

b. Pengarah

c. Ketua

d. Wakil Ketua

e. Sekretaris

f. Anggota

13,2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Anggota

UMUM
.l4.1. Jasa Staf Khusus Bupati

a. Jasa Staf Khusus

14.2. Jrsa Sekretaris Pribadi

a. Jasa Sespri KDH/WKDH/Sekda

b. Jasa Sespri Ketua./Wakil Ketua TP PKK

4.3. Jasa Pengemudi Khusus

a. Jasa Pengemudi ,/ Sopir KDH,/WKDH

c. Jasa Pengemudi / Sopir PATWAL KDH,/WKDH

c. Jasa Pengemudi / Sopir Sekda, Asisten dan Operasional Khusus

14.4. Jasa ADC / Ajudaa

a. Jasa ADC / {udan KDH

a. Jasa ADC / {ludan WKDH

14.5. Jasa Pengelola Mess Pemda Di Jakarta/Jasa Pramubakti Luar Daerah

a. Jasa Pengelola Mess di Jakarta

b. Jasa Pramubakti diluar Daerah

Naskah,/Pelajaran

OH

Siswa,/Mata Ujian

NaskahlPel4jaran

OH

Siswa/Mata Ujian

Per Butir Soal

Per Butir Soal

Per Butir $oal

OJP

OJP

OJP

Per Modul
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OK

OK

OK

OK

OK

OK
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OK
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2,000,000
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3,000.000

1,750,0fi)

13



14.6. Jasa Asisten Rumah Tangga KDH dan WKDH

a. Jasa Pembantu KDH

a. Jasa Pembantu WKDH

14.1. Jasa Pengelola Ruangan VIP Pelabuhan Jailolo

a. Jasa Pengelola WP

14.8. Jasa Teknisi Listrik/Teknisi Air

a. Jasa Teknisi Listrik

b- Jasa Teknisi Air

14.9. Jasa Pengelola Sound Sistem

a" Jasa Pengelola Sound

14,10. Jasa Pengelola Speedboat Pemerintah Daerah

a. Jasa Pengelola Speedboat (Nanfoda)

b Jasa Pengelola $peedboat (ABK)

l4.lt. Jasa Petugas Kebersihan Khusus Taman

a. Jasa Petugas kebersihan di halaman Kantor Bupati

14.12. Jasa Pengelola Rumah Tangga KDH/WKDH

a. Jasa Pengelola Rumah Tangga KDH

b. Jasa Pengelola Rumah Tangga \IYKDH

14.13. Jasa Tenaga Administrasi Umum,/Administrasi Keuangan

a. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan

b. Jasa Fengelola Administrasi Umum

14.14. Jasa Tenaga Humas & Protokoler

a. Jasa Pengelola

14.15. Jasa Pelayanan Tamu KDH/IYKDH

a. Jasa Pengelola Pelayanan Tamu KDH/WKDH dikontor/dikediaman

14.16. Jasa Tenaga Keamanan

a. Jasa Pengelola

.TUAN BLAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

I5:01 Tiket Pesawat

a. Bupati & Wakil Bupati,/Ketua & Wakil Ketua

b. Anggota DPRDlPeiabat Eselon ll
c. Pejabat Eselon lll/Gol lV

d. Pejabat Eselon IV,/Gol lll,ll dan I

15fl2 Penginapan

a. Bupati & Wakil Bupati/Ketua & Wakil Ketua

b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon Il

c. Pejabat Eselon IIIlGol [V

d. Pejabat Eselon lVlGol lll,ll dan I

15.0S. Uang Transportasi Speed Lokal (PP)

a. Bupati & VYakil Bupati/Ketua & Wakil Ketua

b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon [l

c. Pejabat Eselon lll/Gol IV

d. Pqiabat Eselon IV./Gol lll
e. Golongan Il dan I

15.04. Uang Penginapan di Ternate

a. Bupati & Wakil Bupati,/Ketua & Wakil Ketua

b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II

c. Pejabat Eselon IILlGol lV

d. Pejabat Eselon IVlGol lll,ll dan t

e. Golongan Il dan I

15.05. UangTaksi/Angtutan Lain

a. Taksi/angkutan lain di Ternate

b- Taksi,/angkutan lain di Jakarta

15.06. Uang Harian

15.07. UangRepresentasi

a. Bupati/Anggota DPRD

c. labat Eselon II

Bisnis

Bisnis

Bisnis

Bisnis
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OH
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1,000,000

1,250,000

1,600,000

1,500,000
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.TUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

16:01 Lumspum

a. Bupati/Ketua DPRD

b. Wakil Bupati/Wakil DPRD

c. Sekda/Anggota DPRD

d. Pejabat Eselon ll
e. Pejabat Eselon lll Golongan IV

f. Pejabat Eselon lV Colongan Illl
g. Gol l,/ll

16fl2 Biaya Transportasi (Tiket PesawaVKapal kut PP, Speed Boat,Taksi dan sejenisnya)

a. Ibukota Provinsi Maluku Utara (Sofifi)

b. Kota Temate

c. Kabupaten Halmahera Utara

d. Kabupaten Halmahera Timur

e. Kabupaten Halmahera Tengah

f. Kabupaten Halmahera Selatan

g. Kota Tidore Kepulauan

h, Kabupaten Kepulauan Sula

i. Kabupaten Taliabu

j. Kabupaten Pulau Morotai

I6fl3 Uang Pengeluaran Tambahan

a. Bupati

c. Wakil Bupati

TUAN BIAYA PERJAI.ANAN DINAS DALAM DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT

ITOl Lumspum

a. Bupati/Ketua DPRD

b. lYakil Bupati,/Wakil DPRD

c. Sekda/Anggota DPRD

d. Pejabat Eselon II

e. Pejabat Eselon lll Golongan IV

f. Pejabat Eselon IV Golongan IUI

e. Gol l/ll
'17:02 BiayaTransportasi

a. Kecamatan Jailolo

b. Kecamatan Jailolo Selatan

c. Kecamatan Jailolo Timur

d. Kecamatan Sahu

e. Kecamatan Sahu Timur

f. Kecamatan lbu

g. Kecarnatan lbu Selatan

h. Kecamatan Tabaru

i. Kecamatan Loloda

j. Kecamatan Loloda Tengah

I7:03 Uang Pengeluaran Tambahan

a. Bupati

c. Wakil Bupati

NON ASN KEGIATAN SOSIALISASI DAN SEJENISNYA

18:01 Masyarakat Umum

TUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

19:01 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan lnsidentil

a. Roda 4

b. Roda 6 Bus Besar

19:02 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan./atau Lapangan

a. Fick Up

b. Minibus

c. Double Gardan

SATUAH BIAYA SEWA SPEED BOAT

:01 Sewa Speed Besar

22.02 Sewa Speed Boat Kecil

PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAK'TI

Pengemudi

Fetugas Kebersihan dan PramubaKi

a.

b.
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TAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR TAHUN 2023

TEITITANG

STANDAR BIIAYA UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBACAI BATAS TERTINOGI

DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAI(SANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO URAIAN SATUAN

1

5

6

7

2

3

4

SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA 51, 52, 53 DAN DOKTER

a. Strata I (S1)

b. Strata 2 (S2)

c. Strata 3 (S3)

d. Dokter Umum

e. Dokter Spesialis

STANDART BTAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TINGKAT II

b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TINGKAT III

SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
'l l (PMKS) dan Rescue Team

a. Pasien Rumah Sakit

b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

c. Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

SATUAN BI,AYA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT,/PERTEMUAN DAN KEGIATAN

4.L Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah./Gubernur/Eseion l/Menteri

a. Makan

b. Snack

c. Kudapan Buah

d. Makan Dus

1.2. Rapat Biasa dan Kegiatan

a. Makan

b. Snack

c. Kudapan Buah

d. Makan Dus

SATUAN BI,AYA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMU

5.1. Anggarans.d Rp.2.500.000.000,-

5.2. Anggaran Rp. 2.500.000.000,- s.d- Rp. 7.000.000.000,-

5.3. Anggaran Rp. 7.000.000.000.- s.d. Rp. 15.000.000.000,-

5.4. Anssaran Rp. 15.000.000.000.- s.d. Rp. 30.000.000.000,-

lO.S. Anssaran diatas Rp.30.000.000.000,-
I

15.6. Makan Minum Tamu Bupati
I

15 i. Makan Minum Tamu Wakil Bupati

I

I

IsETunu BnYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
I

| 761 Gedune Bertine&at

I O.Z Cuarne Tidak Bertingkat

| 6.3 Hulu.un Gedung/Bangunan Kantor
I

I

ISATUAN BI]AYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
I

I 7.1 Kendaraan Dinas Pejabat (Kepala Daerah,/Ketua DPRD

| 7.2 Anesota DPRD
I

| 7.3 Peiabat Eselon Il
I

I 7.4 Kendaraan Dinas Operasional
I

I a. Roda Dua

I o. Roda Empat
I

I c. Roda Enam,/BUS
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Arg/Kali

OrdRali
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d. Double Gardan

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL SPEED BOAT

8.1 Speed Boat (Mesin di atas 100 PlO

a- Pemeliharaan

8.2 Speed Boat (Mesin di bawah 100 PK)

a. Pemeliharaan

SEWA CEDUNG PERTEMUAN

9",l Gedung Pertemuan Kecil (lengkap kursi + sound system)

9.2 Gedung Pertemuan Sedang (lengkap kursi + sound system)

9.3 Gedung Pertemuan Besar (lengkap kursi + sound system)

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SAMNA KANTOR

10.1 Inventaris Kantor

10.2 PersonalComputer/Notebook

10.S Printer

10.4 Ac Split

10.5 Oenset lebih kecil dari 50 KVA

l0.S Genset 75 KVA

10.7 Genset 100 KVA

10.8 Genset 125 KVA

lO-9 Genset 150 KVA

SATUAN BIAYA SE$IA TENDA DAN KURSI

i l,l Sewa Tenda Standar 4 x 4

11.2 Sewa Tenda 4 x 6

1 1.3 Sewa Kursi

UANG LEMBUR

I2., Uang Lembur

Biaya Medical Check Up dan Perawatan Kesehatan (Biaya Rumah Sakit) Kepala Daerah/Wakil Kepala

13.1. Kepala Daerah

a. Medical Check Up Kesehatan

b. Biaya Perawatan Kesehatan

13.1. Wakil Kepala Daerah

a. Medical Chek Up Kesehatan

b. Biaya Perawatan Kesehatan

Unit/Thn

Unit/Thn
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PE$JELASAN

STAI$DAR BIAYA UMUM TAHUII ANGGARAN 2(}23

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang undangan, meliputi:
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, honorarium diberikan kepada:

1.1.Fejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) / Pengguna Anggaran.

1 .2. Pej abat Pelaksana Teknis Kegiatan (PFrfK)
1.3" Pejabat Penatausahaan Keuangan {PPK} SKPD
1 . 4. Eendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan
1 . 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan.
1 . 6 . Pej abat Pembuat Komitmen I P ejab at Penandatan gallan Kontrak

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja,
diberikan berdasarkan besaran pagLl yang dikeloia penanggung jawab pengelola
keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai
di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran
pembantu atau bendahara penerimaan pembantu. Besaran honorarium
sesuai SBU dengan pagu yang dikelolanya.

b. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
1. Jumiah PPK SKPD yang membantu KPAIPA:

a) KPA/PA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK
lainnya, maka jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) oralrg
termasuk bendahara pengeluaran pembanfu.

b) KPA/PA yang dibantu oleh PPTK, jumiah PPK SKPD paling banyak 3

{tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
2. Jumlah keseiuruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu)

KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
3. Jumlah PPK SKPD untuk PFrfK yang digabungkan diatur sebagai

berikut:
a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melarnpauijumlah PPK SKPD sebelum

penggabungan
b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang

dikelola PPK SKPD.
c) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung

jawab pengeiola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran pa-tring

banyak 1O% {sepuluh persen) dari pagu yang dikelola
d) Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan

fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan
honorarium dimaksud.

e) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen /PeJabat Penandatanganan
Kontrak diberikan sesuai dengan Pagu, anggaran yarrg dikelola.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
2. 1 . Honorarium Pej abat Fengadaan Barang/ Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
diangkat oieh Pengguna AnggaranlKepala SKPD sebagai Pejabat Pengadaan
B,arungf Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia basang/ jasa melalui
p*rr.rrr.lt t kan langsung/pengadaan irtg*r.rg sesuai ketentuan. iuogberlaku. 
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2 .2. Honararium Kelompok Kerj a Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negarayang diangkat oleh
Pengguna Anggaral menjadi Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan
pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Catatan :

Da-lam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan
pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengeioia pengadaan
barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud .

Honorarium Unit Kerja Perangkat Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJI
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas
tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan Bupati.

Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara /Panitia
4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat
negaralpejabat daerah/AsN, dan pihak lain yang memberika informasi atau
pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisai, bimbinganTeknis,
Workshop, sarasehan, simposium, lokakar5ra, Focus Group Discussion dar:
Kegiatan sejenisnya. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)
Catatan :

a. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau
pembahas adalah 60 {enam puluhi menit baik dilakukan secara panel maupun
individual.

b. Honorarium narasumber atau pembahas berasal dari :

- Luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.
- Dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.
4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain
yaflg ditunjuk oieh pejabat yang berwenalg untuk melaksanakan tugas sebagai
moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisai, bimbinganTeknis, Workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, Focus Group Discussion dan Kegiatan
sejenisnya" (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)
Catatan :

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; danf atau
b. Moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang

menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyeienggara atau
masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara
Honorarium pembawa acara diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, cian pihak
lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas
memandu acara dalam kegiatan semina, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi,
Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan Kegiatan sejenis yang
mengrrndang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah dan
pimpinanan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia.
Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipii negarayang ditreri tugas oleh
pejabatyang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat
kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya derrl
Kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari luar SKPD penyelenggara atam masyarakat.
Daiam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi,
workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan
tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan
secara seiektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium
merlgacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Untuk jumlah peserta 40 (empat puiuh) orang atau lebih, jumlah panitia yang
dapat diberikan honorarium maksimal lO% (sepuluh persen) dari jumlah peserta
dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah



peserta kurang dari 4O {empat putruh} orang, jumlah panitia yarrg dapat diberikan
honorarium paling banyak 4 {empat} orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
5.L. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim
pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat
keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai
berikut:
5. 1. l.Mempunyai keluaran ( output) jelas dan terukur;
5.1.2.Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

- Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah
yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah.

- Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditanda tangani oieh
sekretaris daerah.

5. 1 . 3. Bersifat temporer, pelaksanaan kegiatan perlu diprioritaskan ;

5" l.4.Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yaxg
bersangkutal diluar tugas dan fungsi sehari-hari ; dan

5.l.S.Untuk suatu kegiatan yang melibatkan Pihak dari luar Pemerintah Daerah
maka besaran honornya dan banyaknya orang dalam Tim dapat
disesuaikan dengan kebutuhannya, untuk Honor PNS tetap menggunakan
besaran honor yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

5.1"6.Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien .

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan
kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan mer-upakan bagtan tidak terpisahkan dari tim
pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim
pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
5.2.1.Pa1ing banyak 1O {sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang

ditetapkan oleh kepala daerah
5.2.2"Pa1iog banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang

ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi
terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk
dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahti dan Beracara
6.l.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas
menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian
di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau
persi.dangan di pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli
atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim
pemberi keterangan ahli atau saksi ahii dapat memberikan honorarium
dimaksud.

6.2.Honorarium Beracara
Honorarium beracara diberikal kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur
sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi
pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas



tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau
tunjangan tambahan.

?. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil
Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja
kepada non aparatur sipil negara yarlg diangkat untuk melakr-ikan penl'uluhan
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan
mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam
Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengaclr pada
peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kahupaten, atau kota
dengan ketentuan:
a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum

provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
b. Lulusan DllDlIl DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak L14% (seratus

empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, ata,u kota setempat;
c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dna puluh empat

persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% {seratus tiga puluh tiga persen}

dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
e. lulusan Doktor {S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari

upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

8. Honorarium Rohaniwan
Honorariurn rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat
yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusunan JurnaUBuletin/Majalah/Pengelola lVebsite
a. Honorarium Tim PenSrusunan Jurnal

Honorarium tim pen1rusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang diberi tugas untuk men1rusun dan menerbitkan jurnal
berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera Barat. Unsur sekretariat adalah
pembantu lrmum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur
organisasi tersendiri.

b" Honorarium Tim Pen5rusunan Buletin /Majalah
Honorarium tim pen5rusunan buletin / majalah dapat diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk men)'usun dan menerbitkan
buletin/majai"h berdasarkan surat keputusan pejalrat yang berwenang. Majalah
adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan
tentang topik aktuai yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat
atau pernyataan tertuiis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk
iembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengeloia Website
Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan
Bupati Halmahera Barat.
Dalam ha1 pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur
organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola
teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1O. Honorarium Penyelenggara Lljian
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penl'usun
naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat
loka1 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

L 1, Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsin Kabupaten, atau Kota
Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan
sesuai dengan kepakaran kepada penJrusun soal yang digunakan pada penilaian
tingkat lokal, meiiputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian
berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calori aparatur sipil



negara, dan soal untuk per:ilaian nan akademik seperli soal tes bakat, tes minat,
soal yang mengukur kece*deflr*gafl perilaku, soai tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan
kewenangan pemerintahan daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklatl
Lz.L. Honorarium pencefamah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang
memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai
dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan
pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Berasa-l dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau

masyarakat;
b.Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang

peserta pendidikan dan peiatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar perangkat daerah penyeienggara danl atau masyarakat;
atau

c.Dalam ha1 penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen)
dari honorarium penceramah.

l2.2.Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja peraflgkat daerah
penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yaflg berasaf dari luar satuat
kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak
terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

12.3.Honoraf,ium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuart
kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai
lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah
minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

12,4.Honorarium Pen5rusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium pen3rusunan mcdul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan
kepada aparatur sipii negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk
men5rusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan
surat keputr.rsan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman
pada ketentuan seLragai berikut:
a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal

jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ; dan

b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan
pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan larna
dengan persentase penyempurrraarL substansi modul pendidikan dan
pelatihan patring sedikit 50% (lima puluh persen).

12,5.Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat
diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang
melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan
fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagt yang

bersangkutan;
b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;



c. Jumlah peserta 4O {empat puluh} orallg atau lebih, jumlah panitia yarrg
dapat diberikan honorarium paling tinggi 1O% (sepuluh persen) dari jumlah
peserta dengan mempertimbangkal efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang
dapat diberikan honorarium paling banyak 4 {empat) orang; dan

e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan" pendidikan
dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim
yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota
kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

14. Jasa Umum
Jasa yang diberikan kepada Non PNS dan kepolisian yang diperbantukan sesuai
dengan tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai staf khusus
bupati, sekertaris pribadi, pengemudi khusus, ajudan, pengelola mess pernda
dijakarta & jasa pramubakti diluar daerah, asisten rumah tangga KDH/WKDH,
pengelola ruangall ViP peiabuhan jailolo, teknisi listrik & air, pengelola sound
system, pengelola speed boat pemerintah daerah, petugas kebersihan khusus
taman, dan pengelola rumah tangga KDHIWKDH, jasa tenaga administrasi umum
dan administrasi Keuangan, jasa tenaga humas & protokoler, jasa pelayanan tamu
KDH/WKDH, Jasa Tenaga Keamalan.

15. Satuan Biaya Perjalanan Dlnas Luar Daerah Propinsi Maluku Utara
Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipii
Negara dan Anggota DPRD yang melaksanakan tugas di luar daerah Kabupaten
Halmahera Barat dan luar wilayah Propinsi Maluku Utara berdasarkan surat tugas
dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang
dengan ketentuan sebagai herikut:
a. Komponen biaya perjalanan dinas yalr.g terdiri penginapan, uang harian dan

representasi di berikan berdasarkan jumlah hari penugasan yaitu maksimal 5
(lima) hari.

b. Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau
bimbingan teknis Bupati/Wakii Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD
yang mengikuti kegiatan diberikan biaya akomodasi, transportasi, sementara
biaya {penginapan, uang harian, representasi) diberikan rnaksimal2 Hari.

c. Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau
bimbingan teknis yang mana biaya akomodasi ditanggung oleh panitia maka
BupatilWakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang mengikuti
kegiatan diberikan biaya transportasi, sementara biaya (penginapan, uang harian,
representasi) diberikan maksimal 2 Hari.

d. tsiaya Tiket, Penginapan dan Taksi (angkutan sejenisnya) yang tercantum dalarn
Peraturan Bupati ini bersifat at cost terleecuali pada anggota DPRD gdttg
diberto.kukan sec ara Lump xtm.

e. Ferjalanan dinas non ASN disesuaikal dengan Perjalanan dinas golongan 1I

f. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalarn negeri merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk menJrusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan
dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dengan mengacu pada
Perpres 53 Lampiran 1 Tabel L.4. F.iaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam
Negeri dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

g. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan
biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingglnya sebesar 3A % {tiga puluh
persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

h. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian
biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara,
darr pihak lain dalam menjalankan perintah perjaianan dinas di dalam negeri.
Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku,
keperiuan transportasi loka1, dan keperluam uarrg makan. Satuan Biaya Uang
Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2



Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalaru negeri adalah satuan biaya
untuk pembeiian tiket pesawat udara pergl pulang (PP) dari bandara
keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan yang digunakan dalam
perencanaan alrggaran. biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi
pulang (PP) dengax mengacu pada Perpres 53 Lampiran II. Tabel 2.2. Satuan
Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang. Khusus untuk
biaya tiket dapat dilampaui yang ditetapkan dalam SBU sesuai dengan bukti bukti
dan pertangE3rngi awaban.
Satuan biaya Taksi dan sejenisnya yang digunakan untuk menyusun
perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 {satu} kali perjalanan taksi atau
sejenisnya yaitu keberangkatan dari hotel ke bandara dan bandara ke hotei
kemudian kepulangan dari hotel ke bandara dan dari bandera ke pelabuhan
dengan mengacu pada Perpres 53 Lampiran II Tabel 2.3. Satuan Biaya Taksi
Perjalanan Dinas Daiam Negeri.
Perjalanan dinas yang termuat dalam SBU ini adalah perjalanan dinas dengan
tduan ternate jakarta PP selain perjalanan dinas diiuar ternate jakarta (ke
propinsi lain), dapat menyesuaikan dengan standart pada Perpres 53 Lampiran 1

dan 2. Terkait Komponen Perjalanan Dinas dan disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.

L Untuk Transportasi Speed dan sejenisnya dari Jailolo ke Ternate PP

dipertanggungj awabkan secara Lumpsum.
Crlttrrtcn : Jumlah lr';o;ri keberangkatan gsrug meftggufiakan transportasi

laut tido,k dihihtng dalam pemhebanqn aftggrar{ut perjalanan
dinas.

16. Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
Biaya perjaianan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil tsupati/Aparatur $ipil
Negara dan Anggcta DPRD yang melaksanakan tugas di luar daerah Kabupaten
Halmahera Barat dalam wilayah Propinsi Maiuku Utara berdasarkan surat tugas
dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Besarnya iurnpsum biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan jumlah hari

penlrgasan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari.
b. Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau

bimbingan tekhnis yang mana biaya akomodasi ditanggung panitia maka
BupatilWakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD yang mengikuti
kegiatan hanya diberikan biaya transportasi.

c. Bupati dan Wakil Bupati berhak mendapatkan Uang Pengeluaran Tambahaa
Perjalanan Dinas di Luar Daerah dalam Propinsi.

d. Perjalanan dinas luar DKI Jakarta khusus pada staf Perwakilan Kabupaten
Halmahera Barat di jakarta dapat disesuaikan dengan perjalanan dinas
berdasarkan PERPRES 33 Tahun 2A2A tentang standar harga satuan regional.

e. Perjaianan dinas non ASN disesuaikan dengan Perjalanan dinas golongan II
f. Untuk kondisi tertentu dalarn pelaksanaan tugas yang melebihi 3 (tiga) hari, maka

dapat diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan jumiah hari penugasan
dengan memperhatikan tingkat ke'uvajaran dan kepatutan.

LT,Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalarn Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Biaya perjalanan dinas diberikan kepada BupatilWakil Bupati/Aparatur Sipil
Negara dan Anggota DPRD yang melaksanakan tugas di dalam daerah Kabupaten
Haimahera Barat berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang
ditandatangani pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Besarnya lumpsum biaya perjalanan dinas di berikan berdasarkan jumlah hari

penugasan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 2 (dua) hari.
b. Perjalanan Dinas di bawah 6 (enamljam hanya diberikan Biaya Transportasi.
c. Untuk penugasan khusus (audit dan reses) pelaksanaan tugas dapat diberikan

biaya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari penugasan dengan
memperhatikan tin gkat kewaj aran dan kepatutan.

d, Perjalanan Dinas dalam kota DKI jakarta khusus pada staf Perurakilan Kabupaten
Halmahera Barat di jakarta maka hanya diberikan transportasi sesuai witrayah
berdasarkan PERPRES 33 Tahun 2O2A tentang standar harga satuan regional.
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e" Bupati dan Wakil Bupad berhak mendapatkan Uang Pengeiuaran Tambahan
Perjalanan Dinas di Dalam Daerah.

f. Uang Pengeluaran Tambahan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bupati dan Wakii
Bupati dibawah 6 (enam)jam tidak diberikan.

L8. Honorarium Non ASN Kegiatan sosialisasi dan sejenisnya.
Honorarium ini diberikan kepada peserta dari masyarakat umum yang mengikuti
kegiatan minimal L (satu) hari.

19, $atuan Biaya Sewa Kendaraan
a. Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentii

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuanbiaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 {empat}
roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang
sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus);
Satuan biaya ini diperuntukan bagi:
1) Pejabat Negara dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke

Kabupaten Halmahera Barat; atau
2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi berskala besar, dan

tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
3) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/
atau Lapangan.
Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau
lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya sewa kendaraan rada 4 (empat) yang difungsikan sebagai
kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan rnelaiui
pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, SKPD
penyewa wqiib melakr-rkan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa
kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin
dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana
mestinya), oleh karenanya atas kendaraasr dimaksud tidak dapat diaiokasikan
biaya pemeliharaan.
Catatan:
1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional

kantor danl atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan
langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai
pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi
bagran dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan
pelabat I operasional kantor.

2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasionalkantor dan/
atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki
kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan
tugas fungsi.

3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabatf operasional kantor dan/atau
Lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

2O. Satuan Biaya Sewa Speed Boat
Satuan biaya serra speed boat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
pererrcariaan kebutuhan biaya sewa speed boat untuk kegiatan yang sifatnya
insidentii (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukan bagi :

li Pejabat Negara dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten
Halmahera Barat; atau

2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi berskala besar, dan
tidak tersedia transportasi umum serta dilakukan secara selektif dan efisien.

21. Honorarium Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
Honorarium yarig diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang
ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai

d



pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, herdasarkan surat keputusan
pej abat yang berwenangl kontrak kerja.
Catatan:
1. Untuk pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa

pihak ketiga/ diborongkan aiokasi honorarium dapat ditambah paling banyak
sebesar 15 o/a {lima beias persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak
termasuk seragam dan perlengkapan.

2. Dalam satu tahun anggaran, dapat diaiokasikan tambal:an honorarium
sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.



PTNJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN AI{GGARAN 2023

YANG BERI.UIVGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar S1, S2 dan S3, dan Dokter
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan
mahasiswa program gelar dalam negeri bagiAparatur Sipitr Negara yang ditugaskan
untuk melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1), dan Strata 2 {S2) dan Strata 3 (S3} dan
Dolrter Umum/Spesialis. Bantuan beasiwa tersebut cukup 1 (satu) kali diberikan
dalam bentuk paket sesuai jenjang pendidikan.

2. Standart Biaya Pendidikan dan Pelatihan Ketrlemimpinan Nasional
Satuan biaya bantuan kepada PNS yang mengikuti Diklat Pelatihan Kepimimpinan
Nasional (PKN) TINGKAT Ii dan Pelatihan Kepimimpinan Nasional (PKN) Tingkat iII.
Bantuan biaya ini diberikan sesuai dengan tingkatannya.

3. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan
Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan
untuk:
2.1.Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial {PMKS)
a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan

makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan

bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan
pelayanan/perlindunganl rehabilitasi sosial di dalam Panti. SosiallRumah
Perlindungan Sosial.

Z.Z.Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team
Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team adalah pengada.an baJlan
makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya
(misal: penanganan bencana).

4. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yal1g digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman
untukSeminar/Sosialisasi/Diseminasi/ Peiatihan/Bimbingan
Tekhnis/WorkshoplSarasehan/ Simposium I Lokakarya/ Focus Group Discussion
dan kegiatan sejenisnya.

5. Satuan Biaya Makan Minum PNS/Non PIIS
Satuan biaya makan minum dapat diberikan kepada PNS maltpun Non PNS

berdasarkan jumiah hari masuk kerja.

6. Satuan Biaya Makan Minum Tamu
Satuan Biaya Makan Minum Tamu adalah penyediaan makan minum untuk tamu
pemerintah daerah. dan besarannya disesuaikan dengan anggaran yang dikelola oleh
OFD, kemudian untuk makan minum Bupati dan Wakil Bupati disediakan dalam
i:entuk Paket Per/bln. Pada OPD tertentu yang intens melayani Tamu dapat
dilakukan penambahan anggarannya berdasarkan konsuitasi ke Tim Anggarofi.
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7. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri
Satuan biaya pemeiiharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakal satuan
biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan
rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan
gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan
denga:r tingkat kerusakan kurang dari atau salna dengan ZVo {dua persen) dari nilai
bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di
dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau
bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan
pen'reliharaan halaman kantor.
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan daiam negeri dialokasikan untuk:
a. Gedung atau bangunan milik daerah.
b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh

pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi
pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

8. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan
operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan
dinas agar tetap daiam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukaflnya.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan

untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris.
b. Pemeliharaan kendaraan yangtlersifat rekondisi dan / atau overhaul.

9. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Speed Boat
Satuan biaya pemeliharaan dan operasional speed boat merupakan satuan biayayang
digunakan untuk perencanaal kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional speed

boat yang digunakan untuk mempertahankan speed boat agar tetap dalam kondisi
normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar .

Catatan:
1. Khusus untuk speed boat yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya

operasional tersebut hanya diperuntukan untuk bahan bakar.
2. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

a. Speed boat yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan
untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau

h. Pemeliharaan speed boat yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

1O. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan
Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan
untukperencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan
kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk
pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa
digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang,
sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan
lainnya.



11. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan
yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor {yang digunakan

langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook,
printer, AC split, dan genset agar berada daiam kondisi normal (beroperasi dengan

baik) .

Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak"

12. Satuan Biaya Sewa Tenda dan Kursi
Satuan biaya sewa tenda dan kursi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya sewa tenda dan kursi untuk pelaksanaan kegiatan di
luar gedung antara lain upacara/FTJ dan kegiatan iain sejenis. Sewa tenda sudah

termasuk biaya pemasangan/bongkar tenda dan ongkos angkut.

13. Kerja Lembur
Kerja iembur adalah bekerja diluar jam kerja atau waktu kerja normal yang telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengal ketentuan:
a. Lembur/Kelebihan Jam Kerja merupakan kompensasi bagi pegawai yang

melakukan lembur dan dapat diberikan sekurang-kurangnya 2 (dua)jam dalam 1

hari dan tidak boleh dilakukan secara terus menurus dalam waktu periodel bulan.

b. Lembur/Kelebihan Jam Kerja dikantor dibuktikan dengan absen elektronik atau

dibui<tikan dengan surat tugas.

14. Biaya Medical Check Up dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah dan Keluarga
Satuan Biaya Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Waki1 Kepala Daera-Lr

dan Keluarga antara lain:
a. Biaya Medical Check Up, digunakan untuk melakukan pemeriksaan kesehata.n

secara rutin oleh Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah beserta Keluarganya.

Lr. Biaya Perwatan Kesehatan, digunakan untuk mernbiayai Rumah Sakit termasuk
RawatJalan kepada Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah beserta

Keiuarganya.
c. Pembayaran kontribusi Medical Check Up dan Perawatan Kesehatan lbiaya Rumah

Sakit dapat melebihi Standar Biaya Umum dengan didasarkan atas Lrukti

pertanggun gj awaban Ril.
d. Untuk anggota keiuaraga yang menjadi tanggungan pemerintah adalah istri dan 2

(dua) anak.


